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ABSTRACT

In this study the author has the aim of researching about legal protection for workers who aren 't
registered with the BPJS Ketenagakerjaan which refers to Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan with a view to understanding the legal protection for workers
who are not registered with the BPJS Ketenagakerjaan. Empirical juridical research is the type
of research used in this study and uses a descriptive approach along with qualitative data
analysis techniques. The results of this discussion of this study are the company doesn’t provide
legal protection for their workers but the company has carried out its obligations and the
workers has carried out its obligations and received its rights in accordance with applicable
regulations.
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ABSTRAK

Pada penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk meneliti dan membahas perihal
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan yang
mengacu dalam keterangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
dengan maksud untuk memahami mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang
tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini serta menggunakan pendekatan deskriptif beserta teknik
analisis data kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah perusahaan tidak memberikan
perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya namun perusahaan telah melaksanakan
kewajibannya dan tenaga kerja telah melakukan kewajibannya serta menerima haknya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan

69


mailto:nurulkusuma79@gmail.com
mailto:hafidzakariya@gmail.com

Jurnal Serambi Hukum
Vol 15 No 02 Tahun 2022
e-1SSN: 2549-5275
p-1SSN: 1693-0819

A. PENDAHULUAN

Informasi dan globalisasi yang terjadi pada era reformasi saat ini telah banyak
menciptakan berbagai jenis perusahaan yang berfokus pada berbagai bidang, jenis usaha
serta industri yang mana menyebabkan rivalitas yang kuat antar perusahaan. Para
pengusaha telah menyadari hal tersebut dengan melakukan berbagai cara yang dapat
membantu proses dari menciptakan suatu barang yang lebih baik dan berkualitas.
Meningkatkan produktivitas kerja yang maksimal adalah salah satu hal yang harus di
upayakan guna mencapai tujuan yang diharapkan dengan lebih mengoptimalkan kinerja
dari para tenaga kerja.

Langkah awal bagi tenaga kerja dalam peningkatan ekonomi mempunyai peran
penting dalam berbagai bentuk kegiatan nasional. Pekerja yang memadai bertujuan
sebagai pendorong kehidupan ekonomi dan dapat meningkatkan sumber daya.t

Terpenuhinya jaminan kesehatan yang adalah faktor penting terciptanya sumber
daya manusia yang bermutu tinggi merupakan salah satu cara terwujudnya kesejahteraan
tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dalam bekerja akan meningkat apabila tenaga
kerja diberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak. Dengan demikian,
diperlukannya lapangan pekerjaan yang dapat membantu masyarakat dalam memenubhi
kebutuhannya, namun bagi tenaga kerja yang mempunyai keahlian sesuai dengan
bidangnya serta keterampilan perlu ditingkatkan guna menciptakan produktivitas
perusahaan yang baik.

Dapat dilihat mengenai faktor pekerja yang harus diperhatikan untuk memenubhi
kebutuhan masyarakat. Proses pembangunan dan kesejahteraan dapat dimulai dari
pengarahan, pembinaan, serta perlindungan tenaga kerjanya. Ditambah adanya
peningkatan kuantitas warga negara yang tinggi adalah salah satu penyebab yang perlu
diperhatikan. Perlindungan hukum bagi pekerja adalah pemberian hak atas pekerjaan dan
mendapat kehidupan yang layak yang dinyatakan didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945.

Untuk memberikan pelayanan mengenai perlindungan keselamatan bagi
pekerja/buruh dalam lingkungan kerja perlu adanya perlindungan terhadap tenaga kerja,
sehingga jika di suatu hari nanti terjadi kecelakaan kerja maka tenaga kerja tidak perlu
khawatir. Kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja
atau sebaliknya serta penyakit yang diakibatkan karena faktor dari lingkungan kerja
merupakan kecelakaan yang timbul didalam suatu hubungan kerja.? Guna memberikan
keselamatan tenaga kerja untuk membantu menciptakan kinerja yang maksimal maka,
perlu diadakan usaha untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja.®

Tenaga kerja yang mempunyai hak beserta keluarganya untuk mendapatkan
jaminan sosial diuraikan dalam keterangan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal

! Lalu Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Ed-Revisi Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014. hal.47.
2 Ngabidin Nurcahyo. Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2021. Artikel dalam “Cakrawala Hukum”. No. 1 Vol. 12. April. hal.2.
3 Idem, him.133.
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99 Avyat (1).* Pemberi kerja yang wajib mendaftarkan diri bersama dengan tenaga
kerjanya sebagai peserta BPJS.?

Jaminan sosial tersebut disebutkan mempunyai tujuan guna membantu memenubhi
perlindungan terhadap pekerja mengenai risiko ekonomi dan sosial dalam melaksanakan
tugasnya. Oleh sebab itu, diharapkan tenaga kerja mendapatkan kenyamanan dalam
bekerja, sehingga produktivitas tenaga kerja akan ikut meningkat. Sebagaimana telah
diuraikan diatas, permasalahan yang akan diteliti yaitu : Bagaimana perlindungan hukum
terhadap tenaga kerja yang tidak didaftarkan oleh CV. Permata Indo Garment sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh CV.
Permata Indo Garment sehingga tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS
Ketenagakerjaan.

. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum
yuridis empiris yang mana metode ini mengambil fakta-fakta empiris yang terjadi di
masyarakat yang diperoleh dari proses wawancara atau dari contoh nyata yang
dilaksanakan dengan pengamatan secara langsung. Penelitian ini dilakukan di CV.
Permata Indo Garment, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Melakukan
wawancara kepada pihak di CV. Permata Indo Garment yang dilakukan secara langsung
merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam melakukan suatu
penelitian perlu adanya data primer dan data sekunder yang berguna untuk mendapatkan
hasil yang berkualitas.® Data hukum primer dapat diperoleh dengan melaksanakan
wawancara kepada pihak-pihak terkait serta observasi di CV. Permata Indo Garment
sedangkan data hukum sekunder yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja (UU Keselamatan Kerja), Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. LANDASAN TEORI

1. Perlindungan Hukum dan Tenaga Kerja
Perlindungan yang ditujukan kepada subjek hukum merupakan perlindungan
hukum yang bersifat preventif dan bersifat represif. Dengan maksud perlindungan
hukum merupakan pemberian suatu kepastian, keadilan, kemanfaatan, ketertiban,

4 Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
5 Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
6 Hafid Zakariya, Nurul Hidayah. Keberpihakan Pemerintah Dalam Mendukung Daya Saing UMKM Melalui
Pendaftaran Merek Kolektif. 2017. Artikel dalam “Serambi Hukum”. No. 2 Vol. 10. Agustus. hal. 2.
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serta kedamaian yang menggambarkan fungsi hukum dalam peraturan perundang-
undangan.’

Perlindungan hukum itu sendiri digolongkan dalam dua jenis yang meliputi :

a. Perlindungan Hukum Preventif
Tujuan yang dimiliki oleh perlindungan hukum preventif yakni mencegah
terjadinya sengketa. Supaya dapat memberikan batasan-batasan dalam
melaksanakan kewajiban maka, perlindungan hukum preventif tersebut
dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.®

b. Perlindungan Hukum Represif
Tujuan yang dimiliki perlindungan hukum represif ini yakni guna
menyelesaikan sengketa. Apabila terjadi pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan maka, dalam penyelesaian sengketa diberikan
perlindungan hukum represif tersebut. Dengan memberikan sanksi dalam
penyelesaian sengketa merupakan perlindungan akhir dalam perlindungan
hukum represif.°

Untuk menjamin hak-hak pekerja serta perlakuan yang sama guna menciptakan
ketenangan bagi semua tenaga kerja dengan masih memperhatikan kepentingan
pengusaha serta pertumbuhan dunia usaha merupakan maksud dari perlindungan
hukum bagi tenaga kerja.

Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

Hak yang didapat tenaga kerja serta perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja yang tertera dalam keterangan yang tertera dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 86 dan Pasal 87.
Keselamatan tenaga kerja harus diperhatikan karena hal tersebut dapat membantu
mewujudkan produktifitas kinerja tenaga kerja yang maksimal.

Melakukan pencegahan kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan dalam
bekerja, rehabilitasi serta pengobatan, promosi kesehatan, serta penanganan bahaya
di tempat kerja merupakan cara untuk menangani masalah mengenai jaminan
keselamatan dan kesehatan bagi para tenaga kerja.°

Dalam UU Ketenagakerjaan menjelaskan tenaga kerja mendapatkan hak yang
sama dan tidak adanya penggolongan pekerja dikarenakan pekerja adalah seseorang
yang membantu pemberi kerja (bisa perorangan, pengusaha, badan hukum, atau

" Muhammad Wildan. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 2017. Artikel dalam “Khaira
Ummah”. No. 4 Vol. 12. Desember. hal.4.

8 Zulfa Zahara Imitiyaz. “Perlindungan Hukum Pekerja Yang Terkena Covid-19 Yang Tidak Diikutsertakan
Jaminan Sosial”. 2021. Skripsi. Surabaya : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 6.

° Ibid, hal.6.

10 pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
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badan lainnya) dalam suatu hubungan kerja. Mengenai hal tersebut, pekerja memiliki
hak untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan jasa yang diberikan.!

3. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (UU Keselamatan Kerja)

Terdapat 3 (tiga) tujuan keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1970 tersebut antara lain :
1) Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di
tempat kerja.
2) Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
3) Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Nasional.
4. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Berdasarkan keterangan dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan mengenai bentuk
perlindungan jaminan sosial yang membantu masyarakat supaya dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupmya yang layak.'3

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) terbagi menjadi dua yaitu:

1. BPJS Kesehatan vyaitu badan hukum vyang diciptakan khusus untuk
melaksanakan jaminan kesehatan Nasional.

2. BPJS Ketenagakerjaan yaitu bada hukum yang diciptakan khusus untuk
melaksanakan jaminan ketenagakerjaan Nasional.

Tujuan diselenggarakannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
terdapat pada Pasal 3 yang mennyebutkan BPJS mempunyai tujuan yaitu untuk
mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan untuk
hidup yang layak.

5. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja
Dalam membantu masyarakat supaya mendapatkan pekerjaan yang layak, serta
menerima upah dan menerima perlakuan yang sama dalam suatu lingkungan kerja
maka, hal ini telah diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja yang mengatur mengenai kebijakan strategis cipta kerja yang salah
satunya meliputi ketenagakerjaan untuk lebih mengutamakan penerimaan tenaga

11 Rinie Ardiati Tindatu. Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003. 2016. Artikel dalam “Lex Privatum”. No. 7 Vol. IV. Agustus. hal. 1.

12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970

13 pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
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kerja lokal, serta melakukan pelatihan yang maksimal guna meningkatkan
kompetensi tenaga kerja lokal.!4

Undang-undang Cipta Kerja salah satunya mengatur mengenai Ketenagakerjaan.
Dalam Kkluster ketenagakerjaan, pemerintah berusaha untuk mengharmonisasikan
beberapa undang-undang yang mengalami tumpang tindih dan menyebabkan
kerugian khususnya pada tenaga kerja. Itu sendiri.’® Kehadiran UU Cipta Kerja,
telah banyak menciptakan gejolak sosial di tengah masyarakat Indonesia, terutama
pada muatan pasal-pasal mengenai jaminan hak-hak pekerja.

6. Tinjauan Mengenai Peraturan Pemerintah mengenai Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Kesehatan Kerja
Para tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit dikarenakan kerja
berhak mendapatkan manfaat JKK yang telah dijabarkan pada Pasal 25 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Kesehatan kerja adalah upaya
yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di lingkungan kerja
supaya dapat menjalani hidup yang sehat serta terhindar dari masalah kesehatan yang
berdampak buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan berdasarkan penjelasan yang
terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang
Kesehatan Kerja.

7. Tinjauan Mengenai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

Menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan Jaminan Hari Tua BAB Il Bagian Ketiga yang menjelaskan bahwa
apabila timbul risiko kecelakaan dalam bekerja atau PAK terhadap pekerjanya,
pemberi kerja wajib memberikan hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.!® Perusahaan yang belum mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program
Jaminan Kecelakaan Kerja kepada BPJS harus melaporkan setiap kejadian
kecelakaan kerja atau PAK yang terjadi pada tenaga kerjanya kepada BPJS
Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila terjadi kecelakaan kerja.'’

14 May Linda Iswaningsih, | Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti. Perlindungan Hukum Terhadap
Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Omnibus Law Cipta Kerja. 2021. Artikel
dalam “Preferensi Hukum”. No. 3 Vol. 2. November. hal. 4.

15 1bid. hal. 5.

16 pasal 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 BAB 11 Bagian Ketiga

17 pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Tidak Didaftarkan oleh
CV. Permata Indo Garment sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer CV. Permata Indo
Garment mengenai perlindungan hukum tenaga kerja yang tidak didaftarkan BPJS
maka pihak terkait yaitu CV. Permata Indo Garment tidak memberikan
perlindungan hukum kepada tenaga kerjanya. Mengenai hal ini, perlindungan
hukum preventif yang diberikan oleh pihak perusahaan tidak ada dikarenakan
perusahaan tidak meemberikan jaminan sosial lain selain BPJS kepada tenaga
kerjanya. Namun meskipun demikian, pihak terkait yaitu CV. Permata Indo
Garment tidak sepenuhnya lepas tanggung jawab terhadap tenaga kerjanya yang
tidak terdaftar pada BPJS tersebut. Dalam perlindungan hukum represif yang
diberikan oleh pihak perusahaan kepada tenaga kerjanya yaitu dengan memberikan
pertolongan pertama bagi tenaga kerja yang nantinya mengalami kecelakaan kerja
sebelum diberikan penanganan medis dan melakukan pelatihan pencegahan
mengenai kecelakaan kerja dalam ruang lingkup kerja demi menangani risiko
kecelakaan kerja. Berdasarkan penggolongan kelas BPJS, pihak CV. Permata Indo
Garment memberikan kelas 2 untuk pelayanan BPJS. Namun bagi tenaga kerja
yang terdaftar PBI mendapatkan kelas 3 untuk pelayanannya. Dari wawancara
tersebut manajer dari CV. Permata Indo Garment menjelaskan bahwa untuk
jaminan sosial itu sendiri dari pihak manajer telah mengusulkan kepada pimpinan
dari CV. Permata Indo Garment untuk mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai
peserta BPJS namun tidak mendapatkan izin. Menurut penuturan manajer
perusahaan tersebut, mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS itu sangat penting
dikarenakan apabila telah terdaftar sebagai peserta BPJS semua biaya pengobatan
akan tercover oleh BPJS tersebut sehingga tidak perlu memikirkan mahalnya biaya
pengobatan itu sendiri.®

Dalam wawancara tersebut, manajer CV. Permata Indo Garment
mempunyai tujuan yang baik untuk mengikutsertakan tenaga kerja sebagai peserta
BPJS apabila tenaga kerja tersebut sakit atau mengalami kecelakaan kerja namun
masih terdapat beberapa tenaga kerjanya yang tidak ingin mendaftarkan diri
dikarenakan adanya perbedaan keputusan dengan pihak perusahaan.

Dalam pernyataan yang disampaikan Manajer CV. Permata Indo
Garment mengenai proses pendaftaran BPJS tergantung pada keputusan tenaga
kerja itu sendiri dan apabila tidak terdaftar sebagai peserta BPJS maka, tenaga kerja
yang tidak mendaftarkan diri dalam program BPJS tidak mendapatkan subsidi dari
perusahaan maupun dari pemerintah.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan mengenai tenaga
kerja yang tidak terdaftar BPJS yakni dengan memberikan dukungan berupa
bantuan langsung pada pengobatan tenaga kerjanya namun dengan catatan bahwa

18 WWawancara tertulis dengan Inna Irdayanti, manajer di CV. Permata Indo Garment, pada tanggal 15 November
2021 pukul 16.00 WIB
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perusahaan tidak menanggung sepenuhnya pengobatan tersebut. Peran CV.
Permata Indo Garment dalam memberikan hak ketenagakerjaan terhadap tenaga
kerjanya sepenuhnya sudah diberikan oleh perusahaan.*®

Pihak manajer mengutarakan maksud bahwa beliau selaku manajer ingin
memberikan yang terbaik untuk tenaga kerjanya termasuk pada hak tenaga kerja
terkait kesehatan maupun ketenagakerjaan meskipun masih terdapat hambatan
terkait pemberian jaminan hak tersebut. Pihak manajer perusahaan ini tidak
menuntut tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan ini untuk memberikan timbal
balik terkait apa yang telah diberikan meskipun kesalahan tersebut mengakibatkan
kerugian bagi perusahaan namun pihak perusahaan tidak menyalahkan tenaga kerja
serta dari pihak perusahaan tetap memberikan hak-hak pekerjanya.

Apabila terdapat tenaga kerja yang belum terdaftar di program BPJS
sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka sebelumnya antara pihak CV.
Permata Indo Garment dan tenaga kerja sudah mendiskusikan masalah tersebut
terkait hak tenaga kerja. Dari pernyataan yang disampaikan manajer CV. Permata
Indo Garment bahwa terdapat beberapa tenaga kerja yang tidak ingin didaftarkan
BPJS dikarenakan mereka telah telah terdaftar dalam program PBI yang
sebenarnya PBI itu sendiri memberikan banyak keuntungan bagi pesertanya.
Sehingga tenaga kerja memilih untuk mempertahankan kepesertaan PBI daripada
mendaftarkan diri dalam program BPJS.%

Mengenai sanksi administratif yang akan didapat pemberi kerja apabila
melanggar ketentuan yang berlaku dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah
Nomor 86 Tahun 2013. Sanksi administratif tersebut dapat berupa :%

1. teguran tertulis;
2. denda; dan/atau
3. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi oleh CV. Permata Indo Garment
Sehingga Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan
Terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pemberi kerja
mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS. Dalam hal ini, CV. Permata Indo Garment
seringkali mengalami hambatan yang mana hal tersebut dapat menghambat pula
proses hubungan kerja yang terjalin antara pihak CV. Permata Indo Garment dan
tenaga kerjanya. Hambatan tersebut terjadi dikarenakan 2 (dua) faktor yaitu :
1. Faktor Internal

19 Wawancara tertulis dengan Inna Irdayanti, manajer di CV. Permata Indo Garment, pada tanggal 15 November
2021 pukul 16.00 WIB

20 \Wawancara tertulis dengan Inna Irdayanti, manajer di CV. Permata Indo Garment, pada tanggal 15 November
2021 pukul 16.00 WIB

21 pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013
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Faktor ini terjadi dikarenakan pimpinan dari CV. Permata Indo Garment
tidak menyetujui pengajuan pendaftaran BPJS tersebut. Selanjutnya pihak
perusahaan tidak memberikan biaya untuk kepengurusan pendaftaran BPJS.
Dalam faktor ini terdapat pula tenaga kerja yang tidak ingin mendaftarkan diri
sebagai peserta BPJS dikarenakan adanya perspektif dari tenaga kerja itu
sendiri mengenai BPJS dan biaya yang ditanggung oleh tenaga kerja terlalu
memberatkan (pembagian kelas BPJS). Dari pihak pimpinan terkesan
perhitungan dengan biaya pendaftaran BPJS serta tidak ingin direpotkan
mengenai pendaftaran BPJS yang mana hal tersebut menjadi faktor utama tidak
mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS.

Kurangnya pengetahuan tenaga kerja mengenai BPJS ini merupakan salah
satu faktor internal yang sering terjadi dalam dunia kerja. Masih banyaknya
tenaga kerja yang mengabaikan program BPJS sehingga mempersulit
perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS. Oleh karena itu,
perlu dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya mendaftarkan diri dalam
program BPJS. Dalam menanggapi hal ini, CV. Permata Indo Garment
berusaha melakukan berbagai upaya agar semua tenaga kerjanya mendaftarkan
diri sebagai peserta BPJS. Upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat
perjanjian perihal hak dan kewajiban antara perusahaan dengan tenaga kerja
serta didalam perjanjian tersebut pihak CV. Permata Indo Garment harus
memprioritaskan bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja serta memberikan
sosialisasi kepada seluruh tenaga kerja perihal risiko kecelakaan kerja dan
kewajiban untuk mendaftarkan diri pada program BPJS.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini terjadi dikarenakan persyaratan administratif yang diberikan
BPJS sangat ketat ditambah proses administrasi yang terlalu panjang dan lama
sehingga perusahaan menjadi enggan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada
program BPJS. Adapun perihal mengenai pemberian data diri secara benar dan
lengkap kepada BPJS yang membuat beberapa tenaga kerja merasa sangat
berat untuk memenuhinya.??

E. PENUTUP
1) Kesimpulan
Penjelasan yang telah dijabarkan berdasarkan hasil pembahasan yang telah
dijabarkan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

a. Dalam melindungi keselamatan pekerja/buruh untuk menciptakan
produktifitas Kinerja pekerja/buruh yang maksimal maka perlu adanya
solusi mengenai keselamatan kerja yang bertujuan guna memberikan
jaminan keselamatan bagi para tenaga kerja. Di CV. Permata Indo
Garment masih terdapat tenaga kerja yang belum mendaftarkan diri

22 pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
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b.

sebagai peserta BPJS dan pihak perusahaan tidak memberikan
perlindungan hukumnya dikarenakan terdapat faktor internal serta faktor
eksternal dari masing-masing tenaga kerja maupun perusahaan. Namun,
pihak CV. Permata Indo Garment tetap memberikan hak tenaga kerjanya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada tenaga kerja yang tidak
terdaftar BPJS serta memberikan tanggung jawab penuh apabila terdapat
tenaga kerja yang mengalami suatu hal seperti kecelakaan dalam bekerja.
Adanya hambatan yang disebabkan karena 2 (dua) faktor yang mencakup
faktor internal dan faktor eksternal yang mana hal itu mendorong proses
hubungan kerja sehingga menyebabkan tenaga kerja CV. Permata Indo
Garment enggan atau tidak ingin mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS.
Dalam menanggapi hal tersebut, CV. Permata Indo Garment berusaha
melakukan berbagai upaya agar semua tenaga kerjanya mendaftarkan diri
sebagai peserta BPJS.

2) Saran
Penjelasan mengenai kesimpulan yang telah dijabarkan, maka penulis
menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang terkait yaitu sebagai berikut:

a. CV. Permata Indo Garment sebagai pihak pemberi kerja seharusnya
membujuk tenaga kerjanya untuk ikut mendaftarkan diri sebagai peserta
BPJS dengan memberikan penjelasan dan pengarahan supaya tenaga kerja
tidak merasa ragu.

b. Dinas sosial dan tenaga kerja Kabupaten Boyolali seharusnya
memberikan sosialisasi secara menyeluruh mengenai pentingnya
mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS kepada masyarakat terutama di
perusahaan-perusahaan supaya tenaga kerja serta pihak perusahaan yakin
untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS.
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